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Abstrak
 

Pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama penegakan hukum dewasa ini. Kejaksaan merupakan

salah satu unsur penting dalam upaya mewujudkannya. Sesuai peraturan yang berlaku lnstansi Kejaksaan

dengan personil Jaksa-Jaksanya mernpunyai tugas yang cukup berat antara lain sebagai Penuntut Umum dan

juga sebagai Penyidik perkaraperkara tertentu termasuk perkara korupsi. Atas kewenangan yang dirnil i ki

sebagai penyidik perkara korupsi, Jaksa memi liki wewenang khusus yang tertuano dalam Pasal 26 Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2001, yang isinya yaitu bahwa "Penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan di sidang pengadilan tarhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara

pidana yang berlaku, kecuali ditentukari lain dalam Undang-Undang ini, dan diperjelas dalam penjelasan

Pasal 26 menyatakan bahwa "Kewenangan Penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk meiakukan

penyadapan (wiretapping)". Dengan adanya kewenangan ini maka Jaksa memiliki wewenang untuk

melakukan penyadapan (wiretapping) dalam upaya penanganan perkara korupsi. Dengan kewenangan

penyadapan (wiretapping) ini timbul permasalahan yang penting untuk dilakukan penelitian, yaitu tentang

legalitas penyadapan (wiretapping) yang dilakukan oleh Jaksa penyidik, tentang kaftan penyadapan

(wiretapping) dengan Hak Azasi Manusia, serta tentang nilai pembuktian dart hasil penyadapan dalam

persidangan. Dengan permasalahan tersebut dikhawatirkan terjadi ketidak jelasan yang mengakibatkan

penegakan hukum menjadi terhambat. Tulisan ini akan meneliti tentang permasalahan yang timbul akibat

penyadapan (wiretapping) serta bagaimana mngatasinya, dengan mengemukakan hal-hal pendukung yang

dapat memperjelas bagaimana sebenarnya Cara yang harus ditempuh guna mengatasi permasalahan ini dan

dengan tulisan ini kita diharapkan akan memperoleh kejelasan tentang permasalahan-permasalahan lain

yang timbul akibat kewenangan penyadapan (wiretapping) yang dimilik oleh Jaksa Penyidik.

<hr>Corruption Handling is the main priority in law enforcement now a day. Attorney General Office is

open of the main essence to put it real. According to the rule, Attorney General Office and its personnel

have the heaviest duty such as a prosecutor and also an investigator on s special cases included corruption

cases. Based on the authority as an investigator in corruption cases, public attorney have special task in

Article 26 Law Number 31 year 1999 which reform by Law Number. 20 Year 2001 Which says :

"Investigating, Prosecuting, and Hearing in trial of corruption field based on the criminal procedure, unless

it says differently in this Law" and clearance in the explanation of Article 26 which says "The Investigator

authority in this article included the authority to wiretapping'. Based on this authority, public attorney can do

the wiretapping while handling the Corruption Cases. With this wiretapping authority occurs some problem

that important to researched, there are the legality of wiretapping by public attorney as investigator, the

relation between wiretapping and Human Rights, and the valve of evidence from the result of wiretapping in

the court. With those problems concern to be blur in law enforcement these thesis will discuss the problem

occurred from wiretapping and how to solved and explain all those things to make it clearly of how to
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handling the problem, with this writing hopefully we will have clearness about the other problems which

occur from the investigator authority of wiretapping.


